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JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menanggapi serius
permasalahan kegagalan konstruksi jalan di sepanjang Tol Jawa yang
menurutnya cukup fatal dalam upaya pemerintah menyediakan kemudahan

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo



akses kepada masyarakat. Menurutnya pemerintah yang bertanggung jawab
pada seluruh pembangunan jalan tol perlu melakukan evaluasi secara
menyeluruh.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V
DPR RI meninjau pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung, Jawa Barat, Kamis
(27/5/2021). Sudewo melihat bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) hingga saat ini belum dikerjakan secara optimal.

“Kegagalan konstruksi di ruas jalan tol di wilayah Jawa ini terjadi dimana-mana.
Tidak secara keseluruhan, tetapi terjadi di banyak titik. Ini sangat tidak kita
harapkan. Maka kami di rapat Komisi V baik itu raker dengan Menteri PUPR
maupun RDP dengan Dirjen Bina Marga selalu mendorong untuk segera
dilakukan perbaikan,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan, pekerjaan jalan tol yang dilakukan di
Indonesia kurang memperhatikan kualitas. Ia mengungkapkan bahwa banyak
jalan tol yang baru selesai harus melakukan perbaikan yang cukup berat.
Menurutnya hal ini sangat menguras energi dan pemborosan biaya.

“Itu kan menguras energi, mengeluarkan biaya lagi, dan mengganggu pelayanan.
Kemudian yang kelihatannya baik pun bergelombang, tidak nyaman, bahkan
mengganggu keamanan. Tidak boleh terjadi lagi. Pengawasannya harus
ditingkatkan, teknologi pelaksanaannya pun harus ditingkatkan,” jelasnya.

Selain itu, politisi dapil Jawa Tengah III ini menyampaikan, pembangunan tol
tidak boleh menghilangkan potensi ekonomi pada wilayah yang akan dibangun.
Kebanyakan menurutnya saat ini pembangunan jalan tol justru menyebabkan
matinya potensi ekonomi pada sebuah wilayah. Untuk itu ia mengatakan dalam
tiap pembangunan perlu kajian mendalam.

“Jangan sampai potensi-potensi ekonomi yang ada di sekitar jalan tol ini justru
menurun bahkan mati oleh karena adanya jalan tol. Maka perlu ada akses-akses
jalan tol untuk menuju ke sana. Maka saya harapkan sebelum jalan tol selesai
dibangun, coba dilihat dulu desainnya. Barangkali itu belum mengakomodir
potensi-potensi di sekitar itu maka perlu di re-design lagi,” terangnya.

Concern Biaya Pemeliharaan
Sementara itu Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menjelaskan, biaya
pemeliharaan harus menjadi concern untuk dimasukkan ke dalam standar
pembangunan jalan. Ia mengaku dirinya tergabung ke dalam Panitia Kerja
(Panja) RUU Jalan akan memperjuangkan gagasan tersebut agar kerusakan
yang terjadi di bagian jalan pertanggungjawabannya menjadi lebih jelas.

“Biaya pemeliharaan itu harus menjadi concern juga untuk pihak-pihak yang
bergerak membangun sektor jalan. Ini justru menjadi catatan penting bahwa
biaya perawatan itu harus menjadi lebih minim, kalau teknologi konstruksi terus
dikembangkan. Sudah saatnya barangkali kalau Indonesia harus memiliki ya
katakanlah lembaga-lembaga kajian terhadap konstruksi-konstruksi jalan,” aku
politisi Partai Gerindra itu. (er/sf)


